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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi informasi dalam memperkuat 

pengawasan pemerintahan melalui studi implementasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 

Publik Nasional (SP4N-LAPOR). Sebagai platform digital pengaduan masyarakat yang terintegrasi 

secara nasional, SP4N-LAPOR diharapkan menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan 

transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah terhadap keluhan publik. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang melibatkan wawancara 

dengan stakeholder utama, analisis dokumen kebijakan, serta observasi terhadap kinerja sistem. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SP4N-LAPOR berkontribusi positif terhadap efektivitas 

pengawasan pemerintahan, khususnya dalam mempercepat penanganan aduan dan meningkatkan 

partisipasi masyarakat. Namun, masih terdapat sejumlah kendala, seperti keterbatasan kapasitas 

SDM, kurangnya integrasi antar-instansi, serta rendahnya literasi digital di beberapa daerah. 

Penelitian ini merekomendasikan penguatan infrastruktur teknologi, pelatihan SDM, serta strategi 

edukasi publik yang lebih masif untuk mendorong optimalisasi sistem pengawasan berbasis 

teknologi informasi secara nasional. 

 

Kata Kunci: Teknologi Informasi, Pengawasan Pemerintahan, SP4N-LAPOR, Transparansi, 

Partisipasi Publik 

 

PENDAHULUAN 
Transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas merupakan tiga pilar utama dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks pemerintahan 

modern, kebutuhan terhadap sistem pengawasan yang efisien dan partisipatif semakin mendesak, 

mengingat kompleksitas pelayanan publik dan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja 

aparatur negara (World Bank, 2003). Untuk menjawab tantangan tersebut, pemanfaatan teknologi 

informasi menjadi instrumen penting dalam mendukung mekanisme pengawasan yang lebih 

terbuka, terukur, dan mudah diakses oleh publik. 

Salah satu bentuk inovasi pengawasan berbasis teknologi di Indonesia adalah implementasi 

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!). Sistem ini 

dikembangkan sebagai saluran resmi dan terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan 

aspirasi, keluhan, dan pengaduan terhadap layanan publik secara daring (Kementerian PANRB, 

2021). SP4N-LAPOR! diharapkan dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, 

sekaligus memperkuat kontrol sosial atas kinerja lembaga negara melalui transparansi informasi 

dan keterbukaan respons pemerintah terhadap pengaduan yang masuk. 

Namun, dalam praktiknya, implementasi sistem ini belum sepenuhnya optimal. Beberapa 

studi menunjukkan bahwa kendala teknis, rendahnya literasi digital masyarakat, serta lemahnya 

koordinasi antar-instansi menjadi faktor penghambat efektivitas SP4N-LAPOR! dalam mendorong 

pengawasan yang partisipatif (Setiawan & Pratama, 2022; Sari, 2020). Oleh karena itu, penting 

untuk memahami bagaimana peran teknologi informasi melalui sistem ini benar-benar 

berkontribusi terhadap penguatan pengawasan pemerintahan, baik dari sisi desain sistem, kapasitas 
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kelembagaan, maupun respons pemerintah terhadap aduan masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi informasi dalam pengawasan 

pemerintahan melalui studi implementasi SP4N-LAPOR!. Fokus utama diarahkan pada efektivitas 

sistem dalam meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, serta responsivitas lembaga 

pemerintah dalam menanggapi laporan publik. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat 

memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan sistem pengawasan digital yang lebih adaptif, 

inklusif, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
Teknologi Informasi dalam Pemerintahan 

Pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor pemerintahan telah menjadi elemen strategis 

dalam mendorong efisiensi birokrasi, transparansi, dan peningkatan kualitas layanan publik. 

Konsep e-government merujuk pada penggunaan teknologi digital, khususnya internet, oleh 

lembaga pemerintah untuk menyediakan layanan dan informasi kepada masyarakat, meningkatkan 

efisiensi internal, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga negara (Heeks, 2006). 

Teknologi informasi tidak hanya menjadi alat bantu administratif, tetapi juga menjadi instrumen 

penting dalam mewujudkan pengawasan publik secara real-time, terbuka, dan terintegrasi. 

Dalam konteks Indonesia, implementasi sistem berbasis teknologi untuk pengawasan publik masih 

menghadapi tantangan besar, mulai dari infrastruktur digital yang belum merata, hingga kesiapan 

sumber daya manusia yang terbatas (Dwiyanto, 2010). Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi 

informasi dalam sistem pengawasan harus diiringi dengan strategi kebijakan, pendidikan digital, 

dan integrasi lintas sektor. 

 

Pengawasan Pemerintahan dan Partisipasi Publik 

Pengawasan pemerintahan merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas dalam sistem 

demokrasi. Fungsi ini tidak hanya dijalankan oleh lembaga formal seperti inspektorat atau BPK, 

tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pengawas eksternal terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Bovens (2007), akuntabilitas publik tercapai jika ada 

mekanisme transparansi, partisipasi, dan responsivitas antara pemerintah dan warga negara. 

Partisipasi publik dalam pengawasan saat ini mengalami perluasan melalui media digital. 

Masyarakat tidak hanya memberikan kritik atau laporan secara langsung, tetapi juga memanfaatkan 

kanal digital untuk menyuarakan keluhan dan menuntut perbaikan pelayanan. Di sinilah sistem 

seperti SP4N-LAPOR! memainkan peran penting sebagai kanal formal pengaduan yang terhubung 

langsung ke instansi pemerintah terkait. 

 

SP4N-LAPOR! sebagai Inovasi Pengawasan Digital 

SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) adalah inovasi 

teknologi informasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh kanal pengaduan publik secara 

nasional dalam satu platform. Sistem ini dikembangkan oleh Kementerian PANRB, Ombudsman 

RI, dan Kantor Staf Presiden, dengan tujuan memperkuat fungsi pengawasan pelayanan publik 

melalui keterlibatan aktif masyarakat (Kementerian PANRB, 2021). 

Penelitian oleh Sari (2020) menunjukkan bahwa SP4N-LAPOR! mampu mendorong transparansi 

dan mempercepat penanganan pengaduan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan 

birokrasi di daerah, literasi digital masyarakat, dan kualitas tindak lanjut aduan. Hal ini juga 

diperkuat oleh Setiawan dan Pratama (2022) yang menemukan bahwa masih banyak instansi yang 

belum optimal dalam merespons laporan dari masyarakat secara tepat waktu. 

 

Tantangan Implementasi Sistem Pengawasan Berbasis TI 
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Meskipun memiliki potensi besar, sistem pengawasan berbasis teknologi seperti SP4N-LAPOR! 

menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, masih terdapat kesenjangan literasi digital yang tinggi 

antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kedua, belum semua instansi memiliki komitmen dan 

kapasitas untuk mengelola dan menindaklanjuti aduan secara optimal. Ketiga, masih ada keraguan 

dari masyarakat terkait efektivitas sistem ini karena minimnya transparansi tindak lanjut aduan 

(Christensen & Laegreid, 2011). 

Untuk itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat teknologi, tetapi juga 

mencakup perbaikan kebijakan, penguatan tata kelola data, pelatihan SDM, serta pengawasan 

independen terhadap respons instansi dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. 

 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini 

dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika implementasi teknologi informasi, khususnya 

sistem SP4N-LAPOR, dalam meningkatkan pengawasan pemerintahan dan pelayanan publik. 

 

Lokasi dan Objek Penelitian 

Penelitian dilakukan pada instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah menerapkan 

sistem SP4N-LAPOR, seperti Kementerian PANRB, Ombudsman RI, serta pemerintah daerah 

(Kota Makassar) yang aktif menggunakan sistem tersebut. Objek penelitian meliputi: 

1. Proses implementasi SP4N-LAPOR; 

2. Respons dan tindak lanjut aduan masyarakat; 

3. Hambatan dan tantangan pelaksanaan sistem. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan melalui: 

1. Wawancara mendalam dengan pejabat/staf di instansi pengelola SP4N-LAPOR 

(KemenPANRB, pemerintah daerah), serta masyarakat pelapor. 

2. Studi dokumentasi, berupa pedoman teknis, laporan kinerja, laporan pengaduan, dan kebijakan 

terkait SP4N-LAPOR. 

3. Observasi langsung, terhadap sistem dan mekanisme pelayanan pengaduan publik berbasis 

SP4N-LAPOR. 

 

Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Reduksi data: Menyaring dan merangkum data penting dari hasil wawancara dan dokumen. 

2. Penyajian data: Menyusun data dalam bentuk narasi, matriks, atau bagan. 

3. Penarikan kesimpulan: Menganalisis temuan untuk menjawab fokus penelitian dan 

menghasilkan interpretasi mengenai peran TI dalam pengawasan pemerintahan. 

Metode analisis menggunakan model Miles dan Huberman (2014) yang meliputi reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 

 

Uji Keabsahan Data 

Keabsahan data dilakukan dengan teknik: 

1. Triangulasi sumber: membandingkan data dari wawancara, dokumen, dan observasi. 

2. Member check: mengonfirmasi temuan kepada narasumber untuk memastikan akurasi data. 

3. Audit trail: pencatatan proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tingkat Pemanfaatan Sistem SP4N-LAPOR oleh Masyarakat 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan SP4N-LAPOR oleh masyarakat 

meningkat secara signifikan dalam tiga tahun terakhir. Data dari Kementerian PANRB 

menunjukkan bahwa jumlah laporan yang masuk melalui SP4N-LAPOR! mencapai lebih dari 

200.000 aduan pada tahun 2024, meningkat dari sekitar 85.000 pada tahun 2021 (KemenPANRB, 
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2024). Mayoritas pelapor berasal dari kalangan masyarakat perkotaan dengan akses internet yang 

memadai. 

Namun demikian, partisipasi masyarakat masih terkonsentrasi di wilayah dengan literasi 

digital tinggi. Di beberapa daerah terpencil, pemanfaatan SP4N-LAPOR! masih rendah akibat 

keterbatasan infrastruktur digital dan minimnya sosialisasi penggunaan sistem. 

Pembahasan: Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun SP4N-LAPOR telah memperluas 

kanal pengawasan publik, kesenjangan digital masih menjadi kendala utama dalam pemerataan 

partisipasi. Hal ini mendukung pendapat Rahardjo (2021) yang menekankan pentingnya literasi 

digital sebagai faktor penentu keberhasilan pengawasan digital. 

 

Efektivitas Sistem dalam Menyampaikan Aspirasi dan Pengaduan 

Secara umum, sistem SP4N-LAPOR dinilai efektif dalam menjembatani komunikasi antara 

masyarakat dan pemerintah. Proses penyampaian laporan yang cepat dan transparan melalui sistem 

berbasis web dan aplikasi mobile memudahkan pelapor untuk mengakses layanan pengaduan. 

Namun, efektivitas sistem sangat tergantung pada kecepatan respons dari instansi terkait. 

Dari hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa sebagian besar aduan yang ditanggapi 

dengan cepat berasal dari instansi pusat, sementara beberapa pemerintah daerah masih lambat 

dalam memberikan tindak lanjut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang terlatih serta belum adanya SOP yang baku di beberapa daerah. 

Pembahasan: Temuan ini memperkuat analisis Sari (2020) yang menunjukkan bahwa 

efektivitas pengawasan digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan 

institusional dalam menindaklanjuti laporan publik. Keberhasilan SP4N-LAPOR tidak hanya 

diukur dari jumlah laporan yang masuk, tetapi juga dari kualitas respons dan solusi yang diberikan. 

 

Transparansi dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 

SP4N-LAPOR telah meningkatkan transparansi dalam penyampaian pengaduan dan 

tanggapan pemerintah. Masyarakat dapat memantau status laporan mereka secara real-time, serta 

melihat tindak lanjut dari instansi terkait. Namun, masih ditemukan beberapa laporan yang tidak 

ditanggapi dalam waktu yang ditentukan (maksimal 5 hari kerja). 

Hasil wawancara dengan pejabat pengelola SP4N-LAPOR menunjukkan bahwa tidak semua 

instansi memiliki unit pengelola laporan yang terkoordinasi dengan baik, sehingga keterlambatan 

respons masih terjadi. Di sisi lain, sistem ini mendorong instansi pemerintah untuk lebih berhati-

hati dan bertanggung jawab dalam menyikapi keluhan masyarakat. 

Pembahasan: Ini menunjukkan adanya pergeseran budaya birokrasi menuju pola kerja yang 

lebih terbuka dan akuntabel, sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan jumlah instansi yang 

merespons laporan dalam kategori “tuntas” (Bappenas, 2023). Ini sejalan dengan prinsip-prinsip 

good governance yang menekankan transparansi dan akuntabilitas sebagai indikator utama kinerja 

pelayanan publik (UNDP, 1997). 

 

Kendala Implementasi Sistem 

Beberapa kendala utama dalam implementasi SP4N-LAPOR yang ditemukan antara lain: 

1. Rendahnya literasi digital masyarakat di pedesaan. 

2. Ketidakterpaduan antar platform pengaduan di berbagai instansi. 

3. Belum optimalnya koordinasi antara KemenPANRB dan instansi daerah. 

4. Tidak semua aduan mendapatkan tanggapan substantif. 

Pembahasan: Kendala ini memperlihatkan bahwa adopsi teknologi informasi harus 

dibarengi dengan penguatan kelembagaan dan integrasi sistem. Seperti dijelaskan oleh Dwiyanto 

(2019), teknologi informasi dalam birokrasi harus disertai reformasi kelembagaan agar tidak 

menjadi sekadar alat administratif tanpa dampak substantif. 

 

 KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem SP4N-

LAPOR! telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan transparansi dan efektivitas 

http://doi.org/10.59696/prinsip.v3i4.233


 

 PRINSIP : Portal Riset & Inovasi Sistem Perangkat Lunak 

Volume 3, Nomor 4, (2025) Hal. 318-322 

http://doi.org/10.59696/prinsip.v3i4.233 

e-ISSN : 2985-802X 

p-ISSN : 2987-0534 

 

 

 

   

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative 

Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 322 

 

pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Sistem ini mempermudah masyarakat 

dalam menyampaikan aduan, aspirasi, maupun pengawasan terhadap pelayanan publik secara cepat 

dan terbuka. Namun demikian, efektivitas SP4N-LAPOR sangat bergantung pada: 

1. Ketersediaan infrastruktur digital, terutama di wilayah terpencil; 

2. Kesiapan dan kapasitas SDM di instansi pemerintah dalam merespons laporan; 

3. Koordinasi antar lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah; 

4. Tindak lanjut laporan yang tepat waktu dan substansial, yang menjadi indikator utama 

keberhasilan pengawasan partisipatif. 

Dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi bukan satu-satunya solusi, tetapi merupakan 

alat pendukung utama yang perlu diimbangi dengan reformasi kelembagaan, peningkatan literasi 

digital masyarakat, serta integrasi sistem pengaduan di berbagai level pemerintahan. 

Dengan penguatan regulasi, sosialisasi berkelanjutan, dan komitmen dari seluruh 

pemangku kepentingan, SP4N-LAPOR! berpotensi menjadi instrumen utama dalam mewujudkan 

good governance di Indonesia. 
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